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ABSTRAK 
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara. Upaya 
pemerintah untuk meningkatkan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system 
agar wajib pajak patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi dengan pemeriksaan pajak. populasi 
dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdafatar di KPP Pratama Surakart. 
Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis statistic deskriptif dan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan 
pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak  diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak 
sebagai variabel moderating.  




Receiving tax is one revenue for a country in order to pay expanses. In order to 
increase the income from taxes, government applies self assessment system hence that the 
compliance tax, are readyto be examined which therefore lead to tax audit. The purpose of the 
study is to analyze the influence of the corporate taxpayer compliance level against moderate 
tax revenue by tax audit.  The population in the study is the corporate taxpayer registered 
with the Tax Office Pratama Surakarta. The method of determining the sample was purposive  
sampling method. The analysis methods used in this study were descriptive statical analysis 
and multiple linear regressions. The result showed that the compliance level Taxpayer 
Corporation and tax audit gave significant effect of the tax revenue. While the influence  
compliance level of the taxpayer corporation to tax revenue had been further weakened by the 
existing of the tax audit as a moderating variable. 
 





















Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan  
tujuan  tersebut  salah  satunya  dengan  pembangunan.  Dalam melaksanakan pembangunan 
nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini 
direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  
Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. 
Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. 
Pajak memberikan kontribusi sebesar 70  persen dari seluruh penerimaan negara.  
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara 
lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self 
assessment system yang mulai diterapkan sejak tahun 1983. Untuk mewujudkan self 
assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya 
belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang 
belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik 
bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.  
Penerapan self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia 
menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya 
penerimaan pajak yang tercermin dari  tax rationya. Tax ratio digunakan untuk mengukur 
kinerja perpajakan suatu negara dengan membandingkan penerimaan perpajakan terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tax ratio 
yang tergolong rendah. Rendahnya tax ratio ini menggambarkan kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pajak. 
Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak 
untuk melakukan kecurangan pajak. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam 
koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan utama dari dilaksanakannya 
pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance) yaitu dengan jalan menegakkan hukum 
(law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP 
yang akan masuk dalam kas Negara.  
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Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak akan 
mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan 
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan 
Wajib Pajak akan masuk ke dalam kas negara. Menurut penelitian Suhendra (2010) dan 
Kusumadewi (2013 kepatuhan wajib pajak yang di ukur dari jumlah Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh terhadap peningkatan peneriman pajak 
penghasilan badan pada KPP.  
Pengertian Pajak 
Menurut Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pengertian pajak yaitu kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah tunduk atau patuh 
pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan 
merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib 
pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak 
Nomor 550 tahun 2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan  wajib 
pajak dalam pemenuhan  kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. 
Penerimaan Pajak 
Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan 
secara optimal. Menurut pasal 1 UU No 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 
2011 tentang APBN penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri 
atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan dalam negeri pada 
prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan 
bukan pajak. 
Pemeriksaan Pajak 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015  Tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Pasal 1 definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
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berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015  
.mempunyai 2 tujuan pokok, yaitu: 
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. 
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 Hipotesis  
H1 : Terdapat pengaruh  tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak 
        pada KPP Pratama Surakarta 
H2 :Terdapat pengaruh  pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak   pada KPP Pratama 
       Surakarta. 
H3 : pengaruh  antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada 
       KPP Pratama  Surakarta yang dimoderasi dengan  pemeriksaan pajak. 
2. METODE PENELITIAN 
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan  yang terdaftar pada KPP Pratama 
Surakarta. Metode yang digunakan  peneliti  dalam  pemilihan  sampel  penelitian  adalah  
pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling). Berdasarkan metode purposive sampling 
tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel wajib pajak 
badan  yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 
yang diambil secara bulanan sehingga terdapat 36 sampel. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data berasal dari KPP Pratama 
Surakarta. Data yang dikumpulkan meliputi data untuk tahun pajak 2013-2015. Penelitian ini 
diperoleh dengan metode  dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui pengumpulan-pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan 
penelitian, seperti data mengenai penerimaan pajak penghasilan badan, Pelaporan SPT Masa 
PPh Badan, jumlah SKPKB  yang diterbitkan. 
Variabel dependen   
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. 
Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan 
secara optimal. Variabel ini diukur mengadopsi instrument yang digunakan Suhendra (2010). 
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Pengukuran variabel ini berdasarkan pajak penghasilan badan yang terealisasi per bulan 
dalam tahun pajak berjalan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan 
menggunakan skala nominal. 
Variabel Indepeden  
Variabel independen dalam penelitian ini  adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. 
Menurut Safri Nurmantu  (2006) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang 
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.  Alat ukur yang digunakan mengadopsi 
instrumen yang digunakan oleh Suhendra (2010). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah 
penyampaian SPT Masa PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan secara tepat waktu 
setiap bulannya yang merupakan skala nominal. 
Variabel Moderating 
Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan pajak yang merupakan 
serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah jumlah SKPKB  yang diterbitkan oleh KPP 
Pratama Surakarta perbulan dari tahun 2013-2015. SKPKB  dapat digunakan sebagai 
indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 
Metode analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, dan  regresi linier berganda. Berikut adalah  persamaan 
regresinya : 
ܲܲ = ܽ + ߚଵܭܧܲ +  ߚଶܲܧܯ + ߚଷܭܧܲ ∗ ܲܧܯ + ݁௜ 
       Keterangan: 
PP (Y)  : Penerimaan Pajak 
α   : konstanta regresi 
ߚଵߚଶߚଷ  : koefisien regresi  
KEP ( ଵܺ)  : tingkat kepatuhan 
PEM (ܺଶ)  : pemeriksaan  
KEP*PEM  : interaksi kepatuhan dan pemeriksaan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 
Pada Tabel 4.1 berikut disajikan statistik deskriptif dari tiap-tiap variabel. 
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 
Variabel Penelitian N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan 36 14.00 637.00 106.3889 143.27302 
Pemeriksaan Pajak 36 10.00 98.00 41.5833 24.53263 
Penerimaan  Pajak 36 40.942.535.881 183.959.176.239 70.668.391.722,083 28.129.158.274,133 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan 
menunjukan nilai minimum dan maksimun sebesar 14 dan 637. Hal ini berarti tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan paling sedikit 
berjumlah 14 SPT yang dilaporkan dan paling banyak berjumlah 637 SPT yang dilaporkan. 
Rata-rata (mean) variabel tingkat kepatuhan sebesar 106,389. Hal tersebut berarti rata-rata 
jumlah SPT Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta 
berjumlah 106,389 SPT. 
Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai rata-rata jumlah pemeriksaan (SKP yang 
diterbitkan) dari waktu 36 bulan adalah 41,583 per bulan. Hal ini berdampak positif terhadap 
pemeriksaan pajak yang mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak. 
Dimana memiliki nilai minimum sebesar 10,00 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 98,00. 
Hal ini dapat diartikan dalam waktu 36 bulan minimal SKP yang diterbitkan KPP Pratama 
Surakarta sebanyak 10 dan maksimal sebanyak 98 SKP setiap bulannya. 
Variabel peningkatan penerimaan pajak penghasilan menunjukan nilai minimum Rp 
40.942.535.881 dan maksimun Rp 183.959.176.239. Hal ini berarti dalam jumlah penerimaan 
pajak yang diterima oleh KPP Pratama Surakarta paling sedikit berjumlah Rp 40.942.535.881 
dan paling banyak berjumlah Rp 183.959.176.239. Rata-rata (mean) variabel peningkatan 
penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp70.668.391.722,083. Hal tersebut berarti rata-rata 
jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta berjumlah Rp70.668.391.722,083. 
Maka peningkatan penerimaan pajak tersebut berdampak positif artinya semakin tinggi 






a. Uji Normalitas 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
Variabel Kolmogorov-
Sminov 
p value Keterangan 
Unstandardized 
Residual 
0,401 0,997 Data terdistribusi normal 
  Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansinya (p 
value) sebesar 0,997 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak 
digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian 
terdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan 0.341 2.933 
Tidak Terjadi 
Multikolinearitas 
Pemeriksaan Pajak 0.634 1.577 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Interaksi Tingkat Kepatuhan WP 
Badan dan Pemeriksaan Pajak 0.279 3.585 
Tidak Terjadi 
Multikolinearitas 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki 
Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen 
sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
 Tabel 4.4  
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel T Sig. Keterangan 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan 
1.903 0.066 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 
Pemeriksaan Pajak 1.383 0.176 Tidak terjadi 
heterokedastisitas 
Interaksi Tingkat Kepatuhan WP 





Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 
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Dari hasil perhitungan tersebut pada tabel 4.5 dengan nilai signifikansi dari masing-
masing variabel independen adalah lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan tidak terjadi 
heterokedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Tabel 4.5 
Hasil Uji  
Variabel Z p value Keterangan 
Unstandardized 
Residual 
-1,522 0,128 Tidak terjadi autokorelasi 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
Hasil perhitungan runs test menunjukkan bahwa nilai signifikansinya (p value) sebesar 
0,128 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak 
digunakan karena tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen. 
Uji Regresi Linier Berganda 
Berikut disajikan hasil analisis regresi linier berganda. 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel Koefisien t hitung Sig. 
Konstanta 3.544E10   
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2.212E8 5.160 0.017 
Pemeriksaan Pajak 7.226E8 3.936 0.034 
Interaksi Tingkat Kepatuhan WP Badan 
dan Pemeriksaan Pajak 
-4.036E6 -2.016 0.062 
F hitung = 9,849 F tabel = 2,90  
Adj.R2   = 0,431 t tabel = 2,037  
Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 
Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat 
disusun sebagai berikut : 
ܲܲ = 3,544ܧ10 + 2,212ܧ8 ܭܧܲ +  7,226ܧ8 ܲܧܯ − 4,036ܧ6 ܭܧܲ ∗ ܲܧܯ + ݁௜ 
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif 
sebesar 3,544E10. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tingkat kepatuhan wajib 
pajak badan, pemeriksaan pajak dan interaksinya, maka penerimaan  pajak akan 
mengalami peningkatan . 
b. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan dengan parameter positif sebesar 2,212E8. Setiap 
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peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan 1 kali maka akan meningkatkan 
penerimaan  pajak KPP Pratama Surakarta . 
c. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 
pemeriksaan pajak dengan parameter positif sebesar 7,226E8. Setiap peningkatan 
pemeriksaan pajak 1 kali maka akan meningkatkan penerimaan  pajak KPP Pratama 
Surakarta  sebesar. 
d.  Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya koefisien regresi interaksi variabel 
tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan pemeriksaan pajak dengan parameter negatif 
sebesar 4,036E6. Setiap peningkatan interaksi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak 
badan dengan pemeriksaan pajak 1 kali maka akan menurunkan atau melemahkan 
penerimaan  pajak KPP Pratama Surakarta. 
Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Hasil perhitungan nilai Adjusted R² sebesar 0,431. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari 
tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan interaksinya mampu 
mempengaruhi penerimaan  pajak sebesar 43,1%. Sedangkan sisanya sebesar 56,7% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 
Uji F (Uji Kelayakan Model) 
Hasil perhitungan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 9,849 lebih besar dari F tabel 2,90 
dengan nilai signifikansi  0,000 lebih kecil dari  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh antara variabel independen tingkat kepatuhan wajib pajak badan, 
pemeriksaan pajak dan interaksinya, terhadap variabel dependen yaitu penerimaan  pajak. 
Dari hasil uji F tersebut juga dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini fit (goodness of fit). 
Uji t (Uji Signifikan Parameter Individu) 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat 
dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil 
analisis seperti pada tabel 4.6 diatas diketahui bahwa untuk hipotesis pertama (H1) 
menyatakan terdapat pengaruh  tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hipotesis ini diterima karena hasil 
pengujian menunjukkan tanda positif yaitu 5.160 dan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang 
lebih kecil dari 0,05.  Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan terdapat pengaruh  pemeriksaan 
pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hipotesis 
ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan tanda positif 3,936 dan nilai signifikansi 
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sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan terdapat 
pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yang dimoderasi dengan  pemeriksaan pajak. Hipotesis ini 
ditolak karena hasil pengujian menunjukkan tanda negatif yaitu  -2,016 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,62 yang lebih besar dari 0,05.  
       Pembahasan  
H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
Nilai koefisien regresi positif disini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan 
wajib pajak badan dalam melaporkan dan membayar pajak ke KPP Pratama Surakarta maka 
semakin meningkat jumlah penerimaan  pajak setiap bulan dan setiap tahunnya, namun 
sebaliknya jika semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan dan 
membayar pajak ke KPP Pratama Surakarta maka semakin menurunkan jumlah penerimaan  
pajak setiap bulan dan setiap tahunnya. 
H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  pemeriksaan pajak 
terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Nilai koefisien 
regresi positif disini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan 
oleh fiskus maka semakin meningkat jumlah penerimaan  pajak setiap bulan dan setiap 
tahunnya, namun sebaliknya jika semakin rendah pemeriksaan pajak badan yang dilakukan 
oleh fiskus maka semakin menurunkan jumlah penerimaan  pajak setiap bulan dan setiap 
tahunnya. 
H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak tidak 
membuat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan 
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi semakin baik. Nilai 
koefisien regresi interaksi antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan pemeriksaan 
pajak bernilai negatif ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak pengaruh 
tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak semakin melemah. Sehingga hal ini 
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dapat membuat pengaruh antara tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak, namun pengaruhnya memperlemah.  
4. PENUTUP 
Kesimpulan:  
a. Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Surakarta  
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b. Terdapat pengaruh  pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Surakarta.  
c. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP 
Pratama Surakarta.  
Saran  
a. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah tahun pajak yang digunakan 
dalam penelitian menjadi 5 tahun atau lebih agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
b. Disarankan untuk menambah atau mengganti variabel moderating pemeriksaan pajak 
dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap interaksi variabel kepatuhan 
pajak terhadap penerimaan pajak . 
c. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan 
hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian 
dengan tingkat generalisasi yang lebih. 
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